’ [‘Men’imbahg\ , a bahwa dalam rangka pemngkatan pelayanan kepada masyarakat, maka

BUPATI KARANGANYAR

~ PERATURAN BUPATI KARANGANYAR -
NOMOR q\)ﬁ - TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 52 TAHUN 2000 b
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
s DAERAH TINGKAT I KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 1998
- - TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN
S PENGGUNAAN TANAH '
‘ 3
BUPATI KARANGANYAR

o Keputusan Bupati Nomor 52 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan -
.~ Peraturan Daerah Kabupaten Daerah ngkat II ‘Karanganyar Nomor 17
 Tahun 1998 . tentang Retr1busx Izm Peruntukan Penggunaan Tanah perlu

rihe diubah; -
' b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dlatur dan dltetapkan dengan Peraturan
: Bupat1 ' :
Mengingat oL Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentan Pembentukan Daerah—daerah

Kabupaten dalam L1ngkungan Prop1n31 Jawa Tengah; -

: Agraria; 1 :
3¢ Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran
. Negara Republlk Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran
- Negara Republik Indonesia Nomor 3501); B
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retnbu51
 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
* Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagalmana

~ telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran
~ Negara Republik Indonesia Nomor 4048); . ,
5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Llngkungan :

- Hidup (Lembaran ‘Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, ,

.~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); : /

S Undang—Undagn Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan_ Pefaturan

: ;Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia- Tahun 2004

' Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2004
"~ Nomor 4389) o

7. Undang-Undang Nomor . 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah

. (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

" Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

dengan Undang—Undang Nomor 81 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Repubhk

E Indones1a Nomor 4548) : .

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok—pokok =

P
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: Men_etapkan

[
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o

x
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerahg
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); _ .
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman
- Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

-~ 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Karanganyar Nomor 7 Tahun

1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangnyar Tahun 1991 Seri C. 49); ' i

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 17
- Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;

N 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun

1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

13. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2000 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar
Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

MEMU TUSKAN :

. PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI
- KARANGANYAR NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK

o PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

-TINGKAT II KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 1998 - TENTANG

S RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

Pasal I ,

-Keputusan Bupat1 Karanganyar Nomor 52 Tahun 2000 tentang - Petunjuk
. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor

17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2000

Nomor 42 Seri B 7 dlubah sebagai berikut :

o ’1 Ketentuan Pasal 1 dlubah dan dibaca sebagai benkut

Pasal 1

e 'Izin‘Per}u;‘ntukan PenggunaahTanahyéng diberikan oleh Bupati kepada
setiap orang dan atau Badan Usaha meliputi :
a. Badan' Usaha diberikan izin penggunaan tanah seluas di atas 5.000
‘meter persegi. :
b. Orang . pribadi diberikan 121n penggunaan tanah seluas kurang dar1
5.000 meter persegl
(2) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang dlberlkan oleh Bupati kepada
~ setiap orang dan atau Badan Usaha dengan besaran luas penggunaan
- tanah dlatur dengan ketentuan sebaga1 berikut : : .
a. Kegiatan usaha di bidang industri seluas penggunaan tanah sekurang—
kurangnya 500 meter persegi. ‘
b Keglatan usaha di bidang peternakan luas penggunaan tanah sekurang-
kurangnya 500 meter persegi.
c. Kegiatan di bidang jasa usaha luas penggunaan tanah sekurang-
- kurangnya 200 meter persegi. R

" 2. Ketentuan Pas'ial 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) ‘Pern‘lohdh}an Izin i’eruntukanPenggunaan Tanah diajukan kepada Bupati
-~ melalut Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar
D
n '
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(2) Bentuk dan Isi Formuhr Permohonan dlmaksud ayat 1y tersebut dalam
Lamplran forma. e

i
i

Keféntuan'Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :

_ Pasal 3 ‘

Tata Cara Pennohonan Izm Peruntukan Penggunaan Tanah sebaga1 berlkut

Ca Pemohon mengajukan permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
=5 dengan menglsr Formulir yang telah dlsedlakan d1 Kantor Pelayanan
Terpadu dengan dilampiri persyaratan ‘ :

1) Fotocopy akte pendirian perusahaan
- 2) Fotocopy KTP pemohon
- 3) Fotocopy NPWPD/NPWP ‘
! 4)F otocopy bukti kepem1hkan/penguasaan tanah

G 5) Denah lokasi tanah dimohonkan izin;

' :>,6) IPPT | Iama bila permohonan Perluasan/Bahk nama/Pemecahan/Ahh
~ Usaha; | R

) Gambar srtuasx kehhng calon perusahaan/perumahan;

: 8) Surat Pernyataan Pem111k Tanah apabrla tanah bukan pem111k pemohon 3
IPPT; | | : ,

9 Surat Pernyataan pemohon IPPT sanggup melaksanakan peraturan =
perundanng-undangan yang berlaku;

b. Penelman ‘dan Pemerlksaan Permohonan Izm Peruntukan Penggunaan‘

" Tanah dllakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati;

‘c. Apabila setelah dilakukan penelitian dan’ pemenksaan Tim, permohonan ~

tidak memenuh1 persyaratan maka Kantor Pelayanan Terpadu paling

' * lambat 6 (enam) - hari kerja sejak permohonan dlterlma lengkap, o

. menyatakan penolakannya;

d Apabila berdasarkan ~penelitian, pemérlksaan ‘dan pengkajian Tim,
permohonan izin ‘dapat dikabulkan, maka Kantor Pelayanan Terpadu
menerbrtkan Keputusan Bupati tentang - Pemberian Izin Peruntukan

\Penggunaan Tanah paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak

iy .permohonan diterima lengkap;

. iev. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu wajib memberrtahukan kepada pemohon ‘
. tentang pemberlan Izm Peruntukan Penggunaan Tanah segera setelah izin
' ;dltetapkan : . ,

!

: 'Ketentuan Pasal 4 drubah dan dlbaca sebaga1 berrkut

Bentuk dan isi Keputusan Pemberran Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

S sebagalmana tersebut dalam Lampiran. form b.:

Ketentuan Pasal 8 ayat- (2) dlubah sehlngga keseluruhan Pasal 8 berbuny1

sebaga1 berrkut : r :

| Pasal 8 f

| (1) Bupatl berdasarkan permohonan Wajlb Retnbum dapat memberlkan o

pengurangan kennganan atau pemhebasan Retribusi, — :

| (2) Permohonan pengurangan, ~keringanan - atau pembebasan Retribusi -

dimaksud! ayat (1) diajukan secara tertuhs kepada Bupat1 me1a1u1 Kepala
Kantor Pelayanan Terpadu ' r :

i
‘i
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| 3 Pénguiangan sebagalmana dimaksuda ayat ) Pasal ini hanya diberikan

' kepada‘wajlb retribusi untuk kepentingan ibadah, sosial, pendidikan dan
‘kebudayaain yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

@ Kerlnganan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dlberlkan
sesuai dengan kepentingan dan kondisi pemohon;

&) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan -
hanya kepada wajib retribusi untuk keperluan Dinas Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Propinsi serta Pemerintah Daerah atau karena terkena
musibah bencana alam sehingga tidak mampu melunasi retribusi sama
sekali;

©6) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat [¢)) Pasal ini harus sudahb
diberikan jawaban ‘apakah ditolak atau dikabulkan paling lambat 14
(empat belas) hari sejak tanggal permohonan

,Ketentuan Pa§al 10 d1hapus
' Pasal I .
- Paraturan ini fmilai berlaku pada tanggal Eiitétapkan. ‘
~ Agar “setiap  orang 'dapat mengetahuinya memerintahkan -
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Karanganyar :
x - * Ditetapkan di Karanganyar
i : pada tanggal O Ol @0@6
| =
L . s
B *, BUPATI KARANGANYAR
| *€ " Hj. RINA IRTANI SRI RATWWANINGSIH SPd ,M.Hum.
Tembusan < : TELAR DIKOREKSI
1. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar sﬁﬁm

- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;

3. Asisten Administrasi Pembangunan

Setda Kabupaten Karanganyar; ;

4, Kepala Badan Pengawas Kabupaten Karanganyar;
5. 'Kepala BAPPEDA Kabupaten Karanganyar;
6. Kepala Bagian Hukum, Orgamsa51 dan Tata Laksana

| - Setda Kabupaten Karanganyar o Sl 7 A// /
" Diundangkan di Karanganyar = PR W SR
pada tanggal b@K&Ob@F ‘%?OG
SEKRETARI} DAERAH | o
/'/ 7/ g
/- /

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NQMOR 3%

i




LAMPIRANI R S '
~ PERATURAN BUPATI KARANGANYAR -
‘NOMOR q\){%’am:\ 220L,
TANGGAL 6 OMO ber ;woé'

FORMULIR

IZIN PERUNTUKAN PENGGUN AAN TANAH

Nomor KPT
‘Tanggal

i
i
f
P
}
l

: Kepada Yth -
Bupati Karanganyar _
Melalui Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
- Kabupaten Karanganyar
Di

Karanganyar

,Dengan hormat kam1 mengajukan permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagalmana

‘dlatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor: 17 Tahun 1998 tentang Retnbu81 :

: Izm Peruntukkan Penggunaan Tanah Adapun data — data kami sampalkan sebaga1 benkut

: I DATA PEMOHON o

1.

o R TW N

I DATA PERUSAHAAN

1.
2.

Nama

Tempat/tanggal lahlr BN
Pekrer_jkaan /

Ke\_}yérgane garaan

.~ Alamat rumah

" Jenis permohonan

Nama Perusahaan

, -Alamat dan lokasi

: Perusahaan

k Taﬂa_ih dan Bangunan
a. Luas Tanah Késel@rghan' |

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

................................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

................................................................................................

...............................................................................................

DUSUN 1 eeeeeeeeiieessmmmmnnnenesesesssensnsssenns

- Kel;/Desa, CE ................................
- Kecamatan = : ... ries s iiesse s ssses e oeoen e eones
" No. Telp. ST et oo diesssirmien oee

----------------------------------------------------------------------
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B

I

'b Luas Tanah yagn dlmohonkan izin ‘:i cereirreainesniens S ‘ ....... m

,
c.” Jenis Tanah 'l'© . Sawah/Tegal / Pekarangan / Perumahan
d. Status Kepemlhkan Tanah T e . ................................
_ III FASILITAS YANG DISEDIAKAN

Sebutkan fasilitas yang dlsedlakan (mlsalnya jalan, saluran fasﬂltas sosml tempat parklr air
ber51h hstnk telpon dan lam-lam) : L '

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

" IV. PERMODALAN . |
L '1. PMA/PMDN Non Fasﬂltas/BTN (plhh salah satu) | ‘
S N11a1 Investa51 (di luartanah dan bangunan) Rp. ........... ...... L

B A i'LAMPIRAN PERMOHONAN 1ZIN

1.~' Fotocopy akta pendlnan Badan Usaha (Blla atas nama Badan Usaha / Koperasi / Yayasan)
2 F otocopy KTP pemohon
3. Fotocopy NPWPD/NPWP
f Fotocopy bukti kepemlhkan / penguasaan atas tanah
v Denah loka51 tanah yang dunohonkan izin ' \
. IPPT lama bila permohonan Perluasan / Bahk nama / Pemecahan / Alih Usaha
* Gambar situasi sekehhng calon perusahaan / perumahan : :

. Surat Pernyataan pemlhk tanah apablla tanah bukan pemlhk pemohon IPPT

0 % N v w oa

.- Surat Pemyataan Pemohon IPPT sanggup melaksanakan peraturan perundang-undangan /
'yangberlaku o ‘ o - ’

Karanganyar........ccocovueeenenenenninnnnn. -

" Pemohonan

k ’

4,( Hj RINAIRIANI SRI RAT ANINGSIH SPd MHum

" TELAH DI, UREXS!
TRUKUM



"‘ff".:]LAMPIRANII S e ;,
= PERATURANBUPATIKARANGANYAR SR
- NOMOR UM% ’mhum mo C;

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR :

B KANTOR PELAYANAN TERPADU
T Jl Lawu No. Telp /Fax. (0271) 495269 SMS HP (0271) 7061000 £
N AR Kode Pos 57711 Karanganyar R

‘ :

KEPUTUSAN KANTOR PELAYANAN TERPADU
NOMOR Lt TAHUN
- IZINPERUNTUKAN PENGGUNAANTANAH

il 3 : . v ) ;""u - ! B

Membaca v o - Permohonan alamat penhal pennohonan izin peruntukan ! ,

WM/-W,_,;_:”:N_. ﬁ‘_‘\ \«..f—-"“’-'.J«(M e

bahwa Iperuntukan penggunaan tanah perlu dllakukan perencanaan

L pengawasan dan pengendahan secara opt1ma1 agar dalam

iy : e 'f;fkpemanfaatannya sesuai- dengan Rencana Tata Ruang Wllayah
| ‘ o KabupatenKaranganyar el v
et 5 :’;fb{ bahwa setelah dladakan ﬁeneh‘aan atas permohonan izin- peruntukan ,
: fpanggunaan tanah yang, dlajukan oleh  telah memenuhl, L
persyaratanuntukdlbenkanlzln i sl
5 c. '; "bahwelt untuk maksud tersebut perlu d1tetapkan dengan Keputusanf_'
P e e h ‘j"“L;',:Bupatl f DR AT i e e A
| Mehgviﬁgéf l A Undang—Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah—"' S f‘ S
e g daerah Kabupaten Dalam ngkungan Prov1ns1 Jawa Tengah : e o
2. vUndang—Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-f‘ S
. pokok Agrana (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 1960 e

e . Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomor‘
ool : D




- Undang—Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone51a Nomor 3501);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan -
Retnbu31 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 ‘

Nomcf)rb 41, Témbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor,34“

i Tahun 2000 (Lerhbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomqr

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

j Unda?rngUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

: Peruﬁdang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

#_,,W,‘,,,A_W_ e ,.HTambahan Lembaran Negara Republik- Indonesia Nomor - 4239)

8

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 4389), ‘ ‘ :
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah

(Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun Nomor 4437)

sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2005 (Lembaran Negara Republik Indones1a Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indone51a Nomor 5448);

Peraturan Permerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesxa Tahun 2001 Nomor 119

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah ngkat I Karanganyar Nomor 17

‘Tahuin 1998 tentang Retnbu51 Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

’(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah ngkat I Karanganyar Tahun
1999 Nomor 111 Seri B. 5); ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah ngkat I Karanganyar Nomor 2
Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wllayah Kabupaten Daerah
ngkat I Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

. ’Tahun 1999 Nomor 135 Seri D. 112), sebagalmana telah diubah dengan
v Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2003

10.

‘(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2003 Nomor 10 Seri

E. 4)

Keputusan Bupatl Karanganyar Nomor 52 Tahun 2000 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingak II
Karqnganyar Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan
Penégmam Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun

2000 Nomor 42 Seri B.7).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan | R ; o S

PERTAMA | c o Memberlkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah kepada ............ 'alémat

B e atas tanah yang terletak di Desa/Kelurahan ........ , Kecamatan
; ..... dengan semﬁkat tanah HM, HGB, Hak Pakai, Nomor .......... atas
nama seluas + . m’ (leblh kurang ...... meter persegi) yang akan
dlgunakan untuk loka51 ceieieeeas ' | '

KEDUA »‘ : Pemegang 1zm sebagaunana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini
| ‘ k berkewajlban untuk : :
a.: Menaati semua ketentuan peraturan pefhndang-undangan yang berlaku;
~b. Segera ‘Iﬁengajukan‘ permohonan izin-izin lain yang berkaitan dengan
’ pendman perusahaan jasa atau perumahan }
. SR ,‘ . L “¢. Lokasi yang dlmohonkan izin harus betul-betul dlgunakan sebagalmana
g - ‘ dlmaksud dalam i 151an permohonan izin yang diajukan;
d. Memenuh1 kewajlban sebagalmana tersebut dalam Surat Pernyataan yang
- telah dltqndatangam dalam lampiran persyaratan permohonan izin;
'er.' Guna njleinjagé kelestariaﬁ Iingkungan pemégang izin harus menyediaké.n
lahan hljau di hngkungan perusahaan dan sumur resapan sesuai
. ketentuan
f. Menjaga kebersxhan kerapian dan kemdahan hngkungan perusahaan

g””[zm berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan: - ‘ .
h. 'Apablla selama berlaku izin, pemegang izin tidak melaksanakan keglatan
: 'sebagal‘mana tercantum dalam permohonan izin, maka harus mengajukan

: ' L S -pennohonah ulang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis

masa berlakunya izin.

o KETIGA‘ i : Pemegang Izm sebagaxmana dlmaksud letum PERTAMA Keputusan ini
| : dllarang untuk : o
a. Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
] b. Memmdahtangankan Izin kepada plhak lain tanpa persetujuan Bupati;
c. Memperluas atau mengembangkan tempat usaha diluar batas lokasi yaang
- telah duzlnkan tanpa persetujuan Bupati; »

~d. Dalam melaksanakan keglatan baik kegiatan pembangunan ﬁsﬂ( maupun
| keglatan usahanya dilarang memmbulkan ~ gangguan- gangguan,

’ pencemaran lmgkungan dan keresahan masyarakat

KEEMPAT : Pelanggaran terhadap Keputusan ini, beraklbat Izm dlcabut untuk sementara
waktu atau dmyatakan tidak berlaku

i
!
L
i
i
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e

KELIMA

: “Pé,megang a8 Izin é'ebagahnana 4dirﬁa'ksud’,

- KAeputu'san“  ini - harus  membayar

Diktum PERTAMA
* Retribusi sebesar

rupiah

Rp. i, T S T PRI )

'denganpennman ...... '....szRp.‘.'...;....;...’ ...... ~

- Keputusan 1m mu1a1 berlaku pada tanggal dltetapkan ‘

F
1

o , _ "Ditv'etapkan di Karanganyar
T, , . padatanggal i

. © an BUPATIKARANGANYAR ‘ _
~ KANTOR PELAYANAN TERPADU e
- KABUPATEN KARANGANYAR




